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ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul : Analisis Hukum Terhadap Kegiatan Penanaman Modal Asing di 

Bidang Industri Minyak dan Gas Bumi di Indonesia. Dinamika Penanaman Modal 

Asing mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dan mencerminkan 

marak atau lesunya perekonomian setiap negara yang senantiasa menciptakan iklim 
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yang dapat merngairahkan investasi.  Permasalahan skripsi ini Apakah faktor-faktor 

yang menyebabkan penurunan terhadap kegiatan Penanaman Modal Asing di bidang 

industri Minyak dan Gas Bumi di Indonesia dan Bagaimanakah upaya yang dilakukan 

pemerintah dalam meningkatkan Penanaman  Modal Asing di Indonesia. Metode 

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang di dukung data 

empiris. Hasil penelitian bahwa faktor-faktor penurunan tersebut dikarenakan 

kepastian hukum, masalah resiko modal, dll. Penanaman Modal Asing di sektor 

Industri Minyak dan Gas Bumi mengalami kemerosotan mengenai peraturan 

perundang-undangan yang diberikan oleh pemerintah terhadap Penanaman Modal 

Asing dinilai menyulitkan para Penanam Modal Asing tersebut. Upaya yang 

dilakukan pemerintah dalam meningkatkan Penanaman Modal Asing di bidang 

industri Minyak dan Gas Bumi di Indonesia dengan memberikan kemudahan-

kemudahan berupa fasilitas yang telah ada berdasarkan Undang-udang Penanaman 

Modal Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 

Kata Kunci: Penanaman Modal Asing, Penurunan Penanaman Modal Asing 

Palembang,                                   2018 
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A. Latar Belakang 

Penanaman modal mempunyai arti penting bagi pembangunan 

ekonomi nasional yang hendak dicapai melalui Undang-undang Nomor 25 

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pengertian penanaman modal di 

dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal ialah 

segala bentuk kegiatan penanaman modal dalam negeri maupun penanaman 

modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia41. 

Di dalam Undang-undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 ini tidak 

dibedakan antara Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal 

Asing karena, Undang-undang tersebut mengenai kegiatan penanaman modal, 

baik Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. Istilah 

Penanaman Modal  adalah terjemahan dari bahasa Inggris, investasi yang 

Menurut Salim HS dan Budi Sutrisno adalah:42“Penanaman modal yang 

dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai 

bidang usaha yang Terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk investasi, 

dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan 

 

 

                                                           
41Undang-undangPenanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4724)Pasal 1 ayat (1) 
42Salim HS dan Budi Sutrisno, HukumInvestasi Di Indonesia, Jakarta, Raja GrafindoPersada, 

2008, hlm.33. 
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Penanaman modal atau investasi merupakan langkahawal kegiatan produksi. 

Pada posisi semacam ini investasi pada hakikatnya juga merupakan langkah awal 

kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi 

rendahnya pertumbuhan ekonomi dan mencerminkan marak atau lesunya 

perekonomian setiap negara senantiasa menciptakan iklim yang dapat menggairahkan 
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investasi karena, sasaran yang dituju bukan hanya masyarakat atau kalangan swasta 

dalam negeri, tetapi juga penanam modal asing. Indonesia merupakan negara yang 

memiliki beragam bahan galian atau pertambangan. Hukum pertambangan adalah43 

keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan 

bahan galian(tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang 

dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian 

(pertambangan)”.  

Bahan pertambangan itu yakni, emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, 

batubara dan lain-lain. Bahan pertambangan itu dikuasai oleh negara yang diberi hak 

untuk mengatur, mengawasi serta mengurus pengelolaan atau pengusahaan bahan 

galian, dan berkewajiban mempergunakannya untuk kemakmuran rakyat. Penguasaan 

tersebut diselenggarakan oleh pemerintah.Peran pemerintah dapat melaksanakan 

sendiri atau menunjuk kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang 

belum dapat dikerjakan oleh instansi pemerintah. Bilamana, kontraktor adalah 

sebagai pelaksana pekerjaan maka  pemerintah adalah sebagai pemberi izin kepada 

kontraktor tersebut. 

 Minyak dan gas bumi dikuasai oleh negara yang bertujuan agar kekayaan 

nasional dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian 

masyarakat, pelaku usaha, tidak mempunyai hak menguasai ataupun memiliki minyak 

dan gas bumi yang terkandung dibawahnya. Penguasaan oleh negara diselenggarakan 

                                                           
43 Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers, 2014.hlm.8 
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oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan. Kuasa pertambangan adalah 

wewenang yang diberikan negara kepada pemerintah untuk menyelenggarakan 

kegiatan eksplorasi dan eksploitasi44. 

Menurut Salim HSekplorasi ialah kegiatan yang bertujuan untuk 

menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi; 

memperoleh informasi mengenai kondisi geologi; menentukan tempat wilayah 

kerja. eksploitasi ialah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk 

menghasilkan minyak dan gas bumi, menentukan tempat wilayah kerja yang 

terdiri dari pengeboran dan penyelesaian sumur; pembangunan sarana 

pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan; pemisahan dan pemurnian 

minyak dan gas bumi di lapangan kerja serta kegiatan lain yang 

mendukungnya45. 

Kebijakanmengenai eksplorasi dan eksploitasi ini sangat berpengaruh 

dalam kegiatan penanaman modal. Jika ada kesesuaian dan konsistensi dalam 

suau Undang-undang yang memberikan perlindungan hukum bagi investor 

yang ingin menanamkan modal di Indonesia, maka penanaman modal di 

Indonesia akan meningkat seperti pada tahun 1970 sampai 2000.Akan tetapi, 

jika sebaliknya, maka penanaman modal di Indonesia akan menurun seperti 

tahun 2001 Penanaman modal di Indonesia dalam kegiatan industri minyak 

dan gas bumi semakin menurun tajam dan puncaknya pada tahun 2014 dan 

201546. Satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas 

bumi (SKK MIGAS) bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

(ESDM) terus berupaya meningkatkan penanaman modal dalam kegiatan 

                                                           
44 Salim HS, Hukum Pertambangan Di Indonesia, Jakarta, Rajawali, 2008, hlm.33 
45Salim HS, Hukum Pertambangan.......Op Cit, hlm.284 
46https:ekbis.sindonews.com, Lily Rusna Fajriah, Investasi Eksplorasi Migas RI Turun Tajam, 

diakses tanggal 29 september 2017, 17:05 WIB. 
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migas di Indonesia. Produksi minyak yang tinggi pada tahun 1970 sampai 

2000. Jika pada tahun 1969-1974 sektor migas hanya berkontribusi sebesar 

Rp.773,8 miliar atau sekitar 21,6 persen dari total pendapatan negara, maka 

ditahun 1974 sampai 1979 melonjak drastis hingga Rp. 7,9 triliun atau naik 

926,9 persen dari periode sebelumnya. Sedangkan dari data SKK 

Migas47menunjukkan angka penanaman modal hulu migas di indonesia terus 

menurun tajam, dari sebesar 15,34 milyar dollar AS di tahun 2014 menjadi 

11,12 miliar dollar AS ditahun 2015, atau terjadi penurunan dalam kurun 

waktu setahun sebesar 27 persen. Melewati tahun 2000, industri hulu minyak 

bumi mengahadapi masa suram. 

Bahkan sejak tahun 2005, Indonesia berubah menjadi negara 

pengimpor minyak dari negara lain seperti, Arab Saudi, Nigeria, Rusia, 

hingga Malaysia48. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa faktor yang 

merugikan investor, dan penurunan harga minyak dunia 

Sebagai contoh49 proyek Chevron Indonesia, yang ditemukan pada 

awal 2001-2015 saat ini pengembangannya menunggu proses perpanjangan 

PSC (Production sharing contract).  PT ChevronPacific Indonesia50 adalah 

                                                           
47 M.tribunnews.com, Krisis Harga Minyak Global Investasi Sektor Hulu Migas Turun 27 

persen, diakses pukul 21:11 wib 10 mei 2017 
48www.kompasiana.com, Agus Harnomo, Senjakala Hulu Migas di Indonesia Menanti 

Jawara dari Negeri Sendiri, diakses tanggal 16 maret 2015. 
49www.katadata.co.id, Tim Kata Data, Investasi Migas Indonesia Tak Lagi Menarik, diakses 

tanggal  11 mei 2015 
50 www.chevronindonesia.com 

http://www.kompasiana.com/
http://www.kompasiana.com/
http://www.katadata.co.id/
http://www.katadata.co.id/
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anak perusahaan dari PT Chevron Corporation yang bertugas mengeksplorasi 

minyak dan gas bumi yang ada di Provinsi Riau dan Kalimantan Timur.PT 

Chevron Pasific Indonesia ini merupakan produsen minyak terbesar di 

Indonesia yang didirikan oleh Standard Oil Company Of California (SOCAL) 

yang berasal dari Amerika Serikat, Pada tahun 1930 Pemerintah Hindia 

Belanda memberikan izin kepada SOCAL untuk melakukan eksplorasi. Pada 

saat perang dunia ke II kegiatan eksplorasi sempat dihentikan, dan sekitar 

tahun 1949-1950 presiden Soekarno mengeluarkan perintah untuk 

menasionalisasikan perusahaan penghasil minyak di Indonesia berdasarkan 

Undang-undang Nomor 44 Tahun 1960. Berdasarkan keputusan tersebut 

ditetapkan bahwa semua kegiatan penambangan minyak dan gas bumi di 

Indonesia hanya dilakukan oleh perusahaan minyak negara yaitu Pertamina. 

Namun untuk mengatasi hal tersebut PT Chevron Pasific Indonesia ini 

menciptakan proyek injeksi uap di ladang minyak Duri Provinsi Riau. Proyek 

ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada Tahun 1970 yang digunakan 

untuk mempermudah penyedotan minyak dari perut bumi. Pada taggal 9 

Agustus 1971 PT Chevron Pasific Indonesia ini menandatangani kontrak bagi 

hasil.  

Dalam kontrak tersebut ditetapkan bahwa Pertamina adalah 

manajemen pengendali operasional, sedangkan PT Chevron Pasific Indonesia 

sebagai kontraktor yang berkewajiban melaksanakan kegiatan operasional dan 



17 
 

penyediaan keahlian teknis dan investasi serta biaya operasi, dengan 

pembagian kontrak bagi hasil adalah 88 persen untuk Pertamina dan 12 persen 

untuk PT Chevron Pasific Indonesia. 

Grafik Perkembangan Produksi Migas di Indonesia 

Sumber : BP Migas dalam Biro Riset LPEM UI51 

Berdasarkan grafik diatas, Menurut BP Migas penurunan jumlah produksi 

minyak perhari tersebut disebabkan penurunan produksi, sehingga dibutuhkan 

investasi yang cukup besar untuk menahan laju penurunan.Kondisi penurunan 

penanaman modal ini disebabkan sejak berlakunya Pasal 15 ayat 2 Undang-

undang  Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dinilai 

sangat tidak efisien dibandingkan dengan Undang-undang lama Nomor 8 

Tahun 1967 tentang perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara. 

                                                           
51http://www.lmfeui.com/data/analisis%20Industri%20Minyak.pdf,  Analisis Industri Minyak 

dan Gas Bumi di Indonesia, di akses 12 mei 2015 

http://www.lmfeui.com/data/analisis%20Industri%20Minyak.pdf
http://www.lmfeui.com/data/analisis%20Industri%20Minyak.pdf
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Jangka waktu komersialisasi pada saat sebelum adanya Undang-undang 

Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 

ini dua (2) sampai lima (5) tahun, akan tetapi sekarang menghabiskan waktu 

10 tahun bahkan sampai 15 tahun, dan itu hanya masa penemuan minyak dan 

gas bumi ke masa komersialisasi.  

Adapun kondisi penanaman modal lain disebabkan antara lainPertama52, 

adanya beberapa permasalahan yang berkaitan dengan iklim penanaman 

modal di Indonesia, tidak stabilnya kondisi politik disebabkan oleh tidak 

stabilnya kondisi politik, lemahnya mata uang rupiah dan perekonomian yang 

tidak pasti. Para pemilik modal merasakan ketidakpastian tentang situasi 

politik dan ekonomi Indonesia sehingga berakibat pada arus penanaman 

modal asing. KeduaMenurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. 

Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das 

sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus 

dilakukan53. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum 

menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik 

dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan 

masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam 

                                                           
52 Amiruddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Bandung: Kencana, 2006,hlm. 

47 
53 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm158. 
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membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu 

dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.  

Kepastian hukum mempersyaratkan hukum itu menjadi hukum positif. 

Kepastian hukum sangat dibutuhkan oleh investor dalam melakukan investasi 

yang tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum investasi tersebut, 

Ketidakpastian hukum dapat terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya 

kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan diatasnya atau aturan yang mengindahkan 

peraturan yang membuat investor merasa tidak adanya kepastian 

hukum.Ketiga, masalah infrastruktur, tersedianya jaringan infrastruktur pokok 

yang memadai dan berperan penting dalam keberhasilan penanaman modal di 

suatu negara. Misalnya Di Pulau Jawa, keberadaan infrastruktur ini cukup 

memadai,namun diluar Jawa terutama Indonesia bagian timur, persoalan 

infrastruktur masih menjadi kendala utama. Ketiadaan akses jalan, jembatan 

dan prasarana pendukung lainnya seperti jaringan komunikasi, listrik dan air 

besih masih belum tersedia di semua tempat. Hal inilah yang dapat membuat 

investor enggan untuk berinvestasi di daerah tersebut.  Keempatmasalah 

penyederhanaan sistem perizinan. Pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber 

Daya Mineral (ESDM) Nomor 29 Tahun 2017, perizinan migas, yakni izin 

survei dan izin pemanfaatan data migas, namun itu hanya untuk kegiatan pra-

kegiatan eksplorasi. Jika sudah memulai masa eksplorasi dan eksploitasi maka 
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kontraktor migas harus berurusan dengan 373 perizinan yang terdiri dari izin 

dispensasi, rekomendasi, persetujuan, pertimbangan teknis, sertifikasi, dan 

sejenisnya.  

Perizinan tersebut terbagi lagi menjadi empat fase yaitu, fase survei dan 

eksplorasi memiliki 117 perizinan, fase pengembangan dan konstruksi 

memuat 137 perizinan, fase produksi terdiri atas 109 perizinan dan pasca 

operasi mencakup 10 perizinan54.Proses perizinan tersebut yang berbelit-belit 

dan memakan waktu dalam proses perizinan migas mencakup tahap 

eksplorasi, pengembangan, eksploitasi dan pasar produksi.Proses ini dianggap 

berbelit karena dari awal mengurus perizinan saja persyaratannya sudah 

bermacam-macam yang membuat investor enggan berinvestasi. Penurunan 

produksi migas nasional terjadi juga  beberapahal lain yaitu buruknya 

kegiatan hulu dan kegiatan eksplorasi dan berakibat iklim investasi indonesia 

tidak menarik lagi bagi investor asing. Untuk melakukan kegiatan eksplorasi 

dan eksploitasi para investor harus melewati berbagai kerumitan proses 

birokrasi yang panjang dan membutuhkan biaya yang banyak.Oleh karena itu, 

diperlukan adanya fasilitas-fasilitas dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang 

memberikan kemudahan untuk investor dengan menggunakan dasar 

pengelolaan energi di Indonesia yang termaktub dalam konstitusi negara 

Indonesia yaitu Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. 

                                                           
54www.katadata.co.id, Formula Baru Mengatasi Masalah 372 Perizinan Hulu Migas, diakses 

oleh Arnold Sirait, 3 oktober 2017, 13:00 WIB.  

http://www.katadata.co.id/
http://www.katadata.co.id/
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 Dalam pasal ini, ayat dua(2) dan tiga(3)  ; “cabang-cabang produksi yang 

penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasi oleh 

negara dan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran 

rakyat”.  

Artinya pemerintah bertanggung jawab secara penuh atas keberlangsungan 

kegiatan pengelolaan energi. Sesuai dengan cerminan Pasal 33 Undang-

Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berlaku. 

Uraian pada latar belakang mendorong penulis untuk menyusun skripsi ini 

dengan judul: 

“ANALISIS HUKUM TERHADAP KEGIATAN PENANAMAN 

MODAL ASING DI BIDANG INDUSTRI MINYAK DAN GAS 

BUMIDI INDONESIA” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengangkat permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan penurunan terhadap kegiatan 

penanaman modal asing di bidang industri minyak dan gas bumi di 

Indonesia ? 

2. Bagaimanakah Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dalam 

Meningkatkan Penanaman Modal Asing Di Bidang Industri Minyak dan 

Gas Bumi Di Indonesia ? 



22 
 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penulisan skripsi adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penurunan terhadap 

kegiatan penanaman modal asing di bidang industri minyak dan gas bumi 

di Indonesia 

2. Untuk mengetahui Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dalam 

Meningkatkan Penanaman Modal Asing Di Bidang Industri Minyak dan 

Gas Bumi Di Indonesia ? 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penulisan dari hasil penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat 

memberi manfaat seperti : 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian skripsi ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu 

hukum, khususnya hukum pertambangan yang dalam hal ini berkaitan dengan 

aspek hukum investor asing dalam rangka penanaman modal di Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 
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Diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pihak-pihak yang 

berkompeten dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aspek 

hukum penanaman modal di Indonesia, serta sebagai informasi tambahan 

kepustakaan. 

 

 

3. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pembahasan skripsi ini dititikberatkan pada penelusuran 

data sekunder yang berhubungan denganAnalisis Hukum Terhadap Kegiatan 

Penanaman Modal Asing Di Bidang Industri Minyak Dan Gas Bumi Di 

Indonesia dengan melibatkan hasil penelitian data di Badan Penanaman 

Modal Daerah Sumatera Selatan. 

4. Kerangka Teori 

Kerangka Teori adalah adalah kerangka pemikiran atau butir-butir 

pendapat, teori, thesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) 

yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoretis55. 

Dengan demikian penulis akan menggunakan beberapa teori yang dalam 

penulisan skripsi ini yaitu : 

                                                           
55M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80. 
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1. Teori Perlindungan Hukum  

Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta 

pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum 

berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan 

peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal 

lainnya.Berkaitan dengan penanaman modal, berarti hukum memberikan 

perlindungan terhadap hak-hak investor dari sesuatu yang mengakibatkan 

tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. 

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi 

manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan 

kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh 

hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya 

hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan 

rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai 

ancaman dari pihak manapun.56 

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua 

macam, yaitu :57 

                                                           
56 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000. hlm. 74.   
57Philipus M Hadjon Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang 

Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan 

Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, PTBina Ilmu,Surabaya,1987, hlm 30. 
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a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif  

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum 

diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau 

pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat 

bentuk yang definitif.Tujuannya adalah mencegah terjadinya 

sengketa.Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi 

tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak 

karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif 

pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil 

keputusan yang didasarkan pada diskresi.Di Indonesia belum ada 

pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. 

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif  

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk 

menyelesaikan sengketa.Penanganan perlindungan hukum oleh 

Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia 

termasuk kategori perlindungan hukum ini.Prinsip perlindungan 

hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber 

dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-

hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya 

konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap 
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hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-

pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan 

pemerintah.Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum 

terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara 

hukum.Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap 

hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap 

hak-hak asasi manusia. 

Apabila perlindungan  hukum preventif, dan represif ini 

dikaitkan dengan hukum penanaman modal, maka perlindungan 

ini sangat penting bagi para investor asing yang ingin 

menanamkan modal di Indonesia sehingga arus penanaman 

modal di sektor migas tidak mengalami penurunan yang sangat 

tajam 

2. Teori Kepastian Hukum 

 Kepastian hukum adalah “Scherkeit des Rechts selbst” (kepastian 

tentang hukum itu sendiri). Dalam hidup bermasyarakat di negara hukum 

pasti kaya akan aturan-aturan yang ada agar terjalinnya hubungan yang 

baik antara individu dengan individu maupun individu dengan 

masyarakat, sehingga pelaksanaan dari aturan-aturan yang ada akan 

menimbulkan kepastian hukum. Apanila dikaitkan dengan penanaman 
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modal asing maka jika terdapat peraturan yang kabur atau tidak jelas 

maka akan menjadi celah bahwa hukum tidak berfungsi untuk mengatur 

sebagaimana mestinya.sehingga dapat menurunkan minat penanaman 

modal asing. 

5. Metode Penelitian 

 Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai 

berikut : 

1. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif Menurut 

Soerjono dan Sri Mamuji58 penelitian hukum normatif adalah suatu 

penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yaitu 

dengan cara penelusuran dan pengkajian beberapa literatur yang berhubungan 

atau berkenaan denganAnalisis Hukum Terhadap Kegiatan Penanaman Modal  

Asing Di Bidang Industri Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia, dan didukung 

dengan  data- data penelitian lapangan berupa wawancara dengan responden 

atau narasumber yang relevan dengan objek penelitian di Badan Penanaman 

Modal Daerah Sumatera Selatan. 

2. Pendekatan Penelitian 

                                                           
58  Ishaq, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, 2016,hlm.70 
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Penulis menggunakan metode pendekatan undang-undang statute 

approach yaitu pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan 

regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. 

Pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari 

adanya konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan isu 

yang dihadapi. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk 

memecahkan isu yang dihadapi59. 

3. Bahan dan Sumber Hukum 

 Penelitian ini dilakukan dengan data primer dan data sekunder 

a.Bahan Hukum Primer 

1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Lembaran-

Negara No.2 tentang Pertambangan Minyak dan Gas 

Bumi(Pendjelasan dalam Tambahan 971) 

3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 

4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) 

5) Serta literatur lain seperti, surat kabar, website,jurnal, serta dokumen-

dokumen yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi 

ini. 

 

 

                                                           
59 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta, Prenadamedia Group, 2005, hlm.132. 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

   Bahan hukum sekunder, yaitu sebagai bahan yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti; rancangan undang-

undang, pendapat hukum (doktrin) ataupun teori-teori yang diperoleh 

dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website 

yang terkait dalam penelitian ini. bahan hukum sekunder dipergunakan 

untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. 

 

c.  Bahan Hukum Tersier 

  Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, seperti kamus (hukum), dan ensiklopedia60 

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan 

skripsi ini didasarkan pada jenis data sekunder melalui studi dokumentasi 

yaitu dengan cara melakukan pengumpulan dan penelusuran literatur dan 

analisis terhadap sumber-sumber bagian hukum yang menunjang dalam 

penulisan skripsi ini. 

                                                           
60 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, 

PT.Rajagrafindo Persada, 2010, hlm.119 
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5. Analisis Data 

 Analisis data yang digunakan metode analisis sistematis kualitatif, 

yakni menguraikan data secara berkualitas dalam bentuk kalimat yang teratur 

dan logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan 

pemahaman data yang bertujuan untuk mengerti dan memahami permasalahan 

yang diteliti. Proses analisis data baik secara primer maupun sekunder. 

Dengan data tersebut akan didapatkan suatu kesimpulan sebagai jawaban dari 

permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. 
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